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REPOSIS| RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN KOTA

Endrawati Fatimah

Dosen Tetap Jurusan Teknik Planologl Universitas Trisakti
Email : |ndo_googolendra@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan kota saat ini sudah semakin kompleks, Permasalahan lingkungan
tersebut disebabkan oleh makin meningkatnya Jumlah penduduk dan aktivitasnya yang di
satu pihak menyebabkan peningkatan produksl limbah dan di lain pihak mengurangi
keberadaan ruang terbuka hijau. Berkurangnya ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi
ekologis antara lain sebagal pengendall polusl, daerah resapan air, penghasil oksigen akan
makin memperparah kondisl lingkungan kota. Rencana tata ruang kota sebagai dasar
pembangunan kota seharusnya mengalokasikan ruang terbuka hijau dalam pola ruangnya
sebagai kawasan lindung sehingga keberadaannya akan tetap terjaga. Untuk
mengoptimalkan fungsi ekologis darl ruang terbuka hijau kota diperlukan perencanaan,
perancangan dan pengelolaannya. Dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota, beberapa
hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kuantitas serta distribusi/penyebarannya.
Sementara dalam perancangan ruang terbuka hijau, hal yang perlu dipertimbangkan adalah
keterbatasan sumber daya lahan yang dimiliki kota sehingga diperlukan inovasi desain yang
efisien dalam pemanfaatan ruang sekaligus memiliki fungsi ekologis yang optimal. Kegiatan
pengelolaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar kontinuitas fungsi ekologis ruang
terbuka hijau yang ada dapat terjaga dengan baik.

Kata Kunci: Masalah lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang

. PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia sejak dua dekade ini sangat pesat
dan permasalahannya semakin kompleks, Berdasarkan data tahun 1990, jumlah
kota di Indonesia sesuai klasifikasi kota yang ditetapkan dalam buku Repelita VI
adalah 412 buah yang terdiri 1 kota megapolitan, 10 kota metropolitan, 6 kota besar,
84 kota kota sedang serta 311 kota kecil. Sedangkan pada tahun 2010 diperkirakan
jumlah tersebut berkembang menjadi 577 buah dengan perincian 4 Kkota
megapolitan, 19 kota metropolitan, 18 kota besar, 184 kota sedang dan 352 kota
kecil (Budhy Tjahyati SS, 19985). Sebagian besar dari kota-kota tersebut terletak di
Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 7 % dari total wilayah daratan Indonesia,
menampung sekitar 59 % dari total penduduk (BPS, 2005).

Ditinjau dari jumlah penduduknya, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah
penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
Pada 1980 jumlah penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 jula jiwa atau 22,3
persen dari total penduduk nasional. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat
menjadi 554 juta jiwa atau 30,9 persen, dan menjadi 90 juta jiwa alau 44 persen
pada tahun 2002 Angka tersebut diperkirakan akan mencapal 150 juta atau 60
persen dari total penduduk nasional pada tahun 2015 (Dardak, 2006)..
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Jumlah penduduk perkotaan yang letus meningkal darl wakiu ke waktu tersebut
akan memberikan Implikasl pada ngglnya lekenan lethadap pemanfaatan ruang
kola, sehingga penataan ruang kawasan perkolann perlu mendapat perhalian yang
Khusus, terulama yang terkalt dengan penyediaan kawasan hunlan, fasilitas umurm
dan woslal serta ruang-ruang lerbuka publik di perkotaan,  Peningkalan jumlah
penduduk  yang pesat lldak sejalan dengan pertumbuban lahan  perkolaan
mengakibatkan berbagal masalah lingkungan mulal terjadl dan semakin lama
nemakin kompleks,  Bopertl yang dinyatakan oleh Hoeh, D (1077) bila populasi
barkembang sampal di luar batas kemampuan habltalnys, maka akan timbul faktor-
faltor negalll yang akan mengganggu populasl Itu sendirl,

Pormasalahan yang lerjadl di hamplr semua kota besar antara laln torjadinya
kemacotan lalu lintas, Umbulnya kawasan permukiman kumuh, polusl udara dan alr,
polusl mental, tngginya kriminalitas, torbatasnya ruang terbuka public serta
menurunnya tingkat estotika kota (Shaw, J.1. dan J.8. Emery, 1074), Permasalahan
torsebul Juga terjadl di kota-kola bosar di Indonesla,  Jakarla sobagal kota
mogapolitan dinyatakan momillkl kualltas udara yang sangat buruk akibat dari
aklivitas dl soktor angkutanftransportasl (WRI ot. Al, 1908), demiklan pula kota
Modan (BPS, 1000), Pormasalahan lingkungan yang torjadl di Jakarta selain polusi
udara adalah polusl alr balk permukean maupun alr tanah, maraknya permukiman
kumuh dan llegal, banjir yang terjadl socara perlodlk, dan sebagalnya, Hal ini
menunjukkan bahwa perkembangan Jakarta dongan segala aktifitasnya telah
molampaul daya dukungnya lingkungannya sendirl,

Mélihat prediksl perkembangan kota-kota dI Indonesla, pada saat Inl jumlah kola
metropolitan maupun kota besar sudah semakin banyak yang mungkin selanjutnya
Juga akan borkembang menjadl megapolitan baru. Permasalahan lingkungan yang
terjadi dl Jakarta tersobut porlu diwaspadal dan dimungkinkan juga akan terjadi pada
kota kota yang lainnya.,

Pembangunan sebuah kota dilaksanakan berdasarkan sebuah rencana yang disebut
Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Oleh karena Itu, terjadinya permasalahan
lingkungan serta upaya mencarl solusinya tidak dapat terlepas darl kualitas produk
serta pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota yang ada. Yang kemudian menjadi
pertanyaan adalah apakah RTRK yang disusun telah didasarkan pada kemampuan
kota untuk menampung serta mendukung kehldupan penduduknya dan bertujuan
untuk menghindarl terjadinya permasalahan lingkungan?,

Ruang terbuka hijau kota sebagal salah satu pembentuk struktur ruang kota memiliki
fungsl estetika, fungsl pembentuk ruang maupun fungsi ekologis.  Dalam
kenyataannya, ketersedlaan ruang terbuka hijau sering dianggap hanya sebagai
“pelengkap" yang tidak memiliki nilal balk ekonomi maupun sosial. Pada akhirnya
terjadi penurunan luasan ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir yang
sangat signifikan, DI kota-kota besar sepertl Jakarta, Surabaya, Medan dan
Bandung, luasan RTH telah berkurang darl 35% pada awal tahun 1970an menjadi
kurang darl 10% pada saat Inl (Dardak, 2006).

Melihat makin kompleksnya permasalahan lingkungan perkotaan, ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau baik secara kuantitas maupun kualitas sudah saatnya menjadi
prioritas dalam penataan ruang kota. Untuk dapat mengoptimasikan ketersediaan
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ruang terbuka hijau tersebut, penataan ruang kota perlu dilakukan dengan
berorientasi pada upaya untuk mencapai kota yang sehat,

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana upaya reposisi ruang terbuka
hijau dalam tata ruang kota sehingga dapat berfungsi secara optimal secara ekologis
tanpa mengabaikan fungsi yang lain.

I KOTA SEBAGAI SUATU EKOSISTEM

Ekosistem kota meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan
interaksi antar lingkungan. Secara skematik keterkaitan tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut:

Lingkungan Hidup

Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Buatan Sosial

Lingkungan
Hidup Alamiah

Gambar 1. Interaksi antar lingkungan di perkotaan.

Dengan makin bertambahnya penduduk serta pola pembangunan yang menekankan
hanya pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan makin meningkatnya lingkungan
hidup buatan dan sebaliknya makin menurunnya lingkungan hidup alamiah maupun
lingkungan hidup sosial. Peningkatan luasan lingkungan hidup buatan karena
adanya aktivitas pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung
lingkungan akan berdampak negatif bagi lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Kota dapat dilihat pula sebagai suatu bagian dari sistem yang lebih luas karena
keberlangsungan suatu kota tidak dapat dipisahkan dengan wilayah sekitarnya.
Untuk melihat keterkaitan antara suatu kota dengan wilayah sekitarnya perlu
diuraikan terlebih dahulu komponen input output kawasan perkotaan, seperti terlihat
pada gambar 2:
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Gambar 2. Komponen Input dan Output Kawasan Perkotaan (Sumber : Miller,
T.J.,1990)

Berdasarkan ilustrasi tersebut maka ditinjau dari aspek ekonomi terlihat bahwa suatu
kota akan menghasilkan jasa/service, Informasi, teknologi, pendidikan yang dapat
dimanfaatkan bagi kehidupan kota maupun wilayah lainnya. Hal ini merupakan
dampak positif dari pembangunan perkotaan. Seballknya, kota akan menimbulkan
bermacam dampak negatif bagi lingkungan baik di dalam kota itu sendiri maupun
wilayah sekitarnya berupa polusi air, udara, dan bunyi serta sampah. Permasalahan
lingkungan di perkotaan akan mulai timbul apabila output negatif kota tidak lagi
mampu ditampung oleh lingkungan kota itu sendiri.

Komponen manusia yang merupakan salah satu input dapal merupakan sumber
daya apabila secara kualitas dan kuanlitas sesuai dengan kebutuhan kota.
Sebaliknya, manusia yang dapat merupakan beban tambahan bagi lingkungan kota
apabila kualitasnya tidak sesual dan secara kuantitas melebihi kebutuhan kola.
Daya tarik kawasan perkotaan tanpa diimbangi pembangunan di kawasan perdesaan
akan menyebabkan makin tinggi tingkat urbanisasi. Tingkat urbanisasi yang
berlebihan akan menambah beban lingkungan kota. Sementara itu untuk
mempertahankan kehidupannya, kota memerlukan input dari luar wilayah berupa
makanan, air bersih, udara, bahan bakar serta energi lainnya. Hal ini disebabkan
adanya kelerbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Melihat keterkaitan antara suatu kota dengan wilayah lainnnya sangat erat, maka
dalam mengembangkan suatu kota perlu mempertimbangkan dampak pembangunan
idak saja terhadap kondisi kualitas lingkungan kota itu sendiri melainkan juga
dampaknya terhadap wilayah sekitarnya.
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. REPOSIS| RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN KOTA

Ung]ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa
s_eltap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengertian sehat itu sendiri mengandung arti
yang luas. Berdasarkan definisi yang diformulasikan oleh WHO (1946), “health is a
sfatg of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence
of disease or infirmity. The enjoyment of highest attainable standard of health is oné
of fundamental rights of every human being, without distinction of race, religion
political belief, economic or social conditions” ( Barton, H dan C. Tsourou, 2000).

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa manusia yang sehat manusia yang
sehat secara fisik, mental maupun sosial ekonominya. Sekaligus bahwa sehat
merupakan hak asasi setiap manusia. Tentang kesamaan hak tersebut telah
dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pasal 5 yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang
sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mencapai kondisi
masyarakat yang sehat diperlukan dukungan suatu lingkungan yang sehat pula.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengertian sehat meliputi seluruh
aspek kehidupan baik sehat fisik, mental dan sosial ekonominya yang perlu didukung
oleh lingkungan fisik (buatan dan alamiah) maupun sosial yang bersih dan sehat.
Sementara lingkungan fisik mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan
sosial. Pada lingkungan fisik yang sehat maka akan memiliki kecenderungan
terbentuknya lingkungan sosial yang sehat pula dan pada lingkungan sosial yang
sehat ada kecenderungan memiliki lingkungan fisik yang sehat pula, demikian
sebaliknya. Dengan kata lain, kota yang sehat adalah kota yang memiliki
lingkungan baik buatan dan alamiah maupun sosial kultural yang sehat.

au kota merupakan unsur utama dalam pembentukan
lingkungan kota yang sehat. Hal ini didasarkan pada pernyataan Rutledge (1971),
yang menyebutkan bahwa fungsi vegetasi yang merupakan unsur utama Ruang

Terbuka Hijau adalah sebagai :

1. Peneduh dari terik matahari dan hujan

2 Perlindungan terhadap angin, kebisingan, polusi, debu, serta menghalangi
pemandangan yang kurang menarik

3. Pembatas dan pengarah

. Pembentuk ruang

5. Mengurangi bau-bauan yang kurang sedap yang berasal dari sampah dan

limbah rumah tangga maupun industri

6. Estetika / Pengindah/ Penghias

Keberadaan ruang terbuka hij

Selain dari fungsi tersebut, ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai daerah
resapan air maupun penghasil oksigen. Berdasarkan hal tersebut, maka ruang
iki fungsl estetika, pembentuk ruang dan yang paling penting

terbuka hijau kota memili
adalah memiliki fungsi ekologis sebagal pengendali berbagai permasalahan

63 PENGEMBANGAN GREEN INFRASTRUCTURE KAWASAN PERKOTAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

e

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ISBN : 978-979-99119-2-6

lingkungan perkotaan. Pertanyaan yang kemudian muncul bagaimana alokasi ruang

terbuka hijau tersebut dalam proses perencanaan tata ruang kota 2

Proses penyusunan rencana tata ruang kota yang biasa dilakukan saat ini ac!alah
dengan melakukan proyeksi penduduk untuk satu periode perencanaan, menghitung
kebutuhan ruang berdasarkan standard yang ada (kebutuhan minimal) kemudian
mengalokasikan kebutuhan ruang tersebut pada area-area yang dianggap memiliki
potensi. Kriteria area yang dianggap memiliki potensi untuk pengembangan tidak
memiliki acuan yang baku. Artinya, area potensial untuk dikembangkan seringkali
sangat relatif terhadap kondisi internal yang ada. Pada kasus kota yang lahannya
sudah terbatas, kriteria tersebut cenderung melunak, karena memang tidak memiliki
alternatif lainnya untuk menampung kebutuhan ruang bagi pertambahan penduduk

dan aktivitasnya.

Sebagai konsekuensi dari pendekatan tersebut, peruntukkan ruang terbuka hijau dan
ruang lainnya yang memiliki fungsi ekologis biasanya dilokasikan pada area-area
yang dianggap tidak memiliki potensi bagi pengembangan lain. Bahkan dalam
perkembangannya, ruang dengan fungsi ekologis tersebut sulit untuk dipenajhankan
demi kepentingan pemenuhan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan lain yang
berpotensi secara ekonomi. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kota yang
sering dilakukan ini mencerminkan bahwa pendekatan ekonomi akan lebih
didahulukan daripada pendekatan ekologi dan memiliki anggapan bahwa sumber
daya lahan / lingkungan perkotaan seolah-olah tidak terbatas. Selain itu, ruang
terbuka hijau di perkotaan hanya menduduki sebagai "pelengkap” bagi pembentukan

pola pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Penataan Ruang No 26 tahun 2007 memang telah menentukan
besaran ruang terbuka hijau pada wilayah kota yaitu paling sedikit 30 (tiga puluh)
persen dari luas wilayah kota dengan perincian 20 (dua puluh) persen merupakan
ruang terbuka hijau publik dan sisanya ruang terbuka hijau privat. Terlepas dari
adanya pertanyaan apa dasarnya ruang terbuka hijau harus paling sedikit 30%,
timbul pertanyaan lain dalam kaitannya dengan pelaksanaannya. Misalnya,
bagaimana penerapannya untuk kota-kota metropolitan/besar dimana lahan sudah
terlanjur sangat padat. Apakah kemudian akan dilakukan penggusuran ? Siapa yang
akan tergusur dan kemana akan dipindahkan ?. Selain itu, bagaimana jika suatu
kota karena demikian padatnya memang sudah tidak mampu lagi menyediakan
ruang terbuka hijau seluas 30 %, apakah ada sangsinya ?.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tersebut, ruang terbuka hijau
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik
antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang'
jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain
tac:l:al;ahhkebun atau halaman rumah/gedung millk masyarakat/swasta yang ditanam}
umbuhan.

Yang kemudian menjadi masalah adalah apakah status ruang terbuka hljau da
: lam
pola ruang. Seperti diketahui bahwa muatan rencana tata ruagg rnencaku]p rencana
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stru‘ktur. ruang dan rencana pola ruang (pasal 17 ayat 1). Rencana struktur ruang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
Sementara rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan
budi daya. Penjelasan Undang-Undang pasal 5 menyebutkan yang termasuk dalam
kawasan lindung adalah:

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain,
kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan aif,

b. kawasqn perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam,
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan
bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam,
suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan iimu pengetahuan;

d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung
berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor,
kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan

e. kawgsan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan
Eerlmdungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu
arang.

Sementara, yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan
hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian,
kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan
peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan
pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan
pertahanan keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan penjelasannya, fungsi kawasan ruang
terbuka hijau menjadi tidak jelas. Sebagian ruang terbuka hijau kota termasuk dalam
kawasan lindung yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai, sementara ruang
terbuka hijau yang lainnya tidak jelas termasuk kawasan apa. Ketidak jelasan fungsi
kawasan RTH ini memungkinkan tidak teralokasikannya RTH dalam penyusunan
pola ruang. Selain itu, ruang terbuka hijau yang teralokasikan memiliki resiko
perubahan peruntukan ruang terbuka hijau menjadi peruntukan lainnya.
Seharusnya, semua jenis ruang terbuka hijau masuk ke dalam kategori kawasan
lindung sehingga tertuang jelas dalam pola ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan tertib.

Masuknya ruang terbuka hijau dalam kategori kawasan lindung dapat dilakukan
karena memiliki fungsi ekologis. Oleh karena itu, agar keberadaan ruang terbuka
hijau kota dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, ruang terbuka hijau kota harus
diprioritaskan benar - benar berfungsi ekologis baik sebagai pengendali polusi,
daerah resapan air, penghasil oksigen maupun perlindungan bagi kawasan yang

dilindungi.

Ditinjau dari sisi kuantitas maupun penyebarannya, keberadaan ruang terbuka hijau
kota agak sulit untuk digeneralisir atau distandarkan. Kebutuhan akan ruang terbuka
hijau seharusnya dihitung dengan bergantung pada fungsi kota yang akan
mempengaruhi jenis aklivitasnya, ukuran kota yang akan mempengaruhi intensitas
aktivitasnya serta letak dan kondisi geografis dan fisik alami dari kota itu. Kota yang
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teretak @ Dyl Caerah alran sungal tentu harus memdki RTH ledh Nas
SReNSngAan O \ota pesisr. Demiian puia topogra®, curah hygan, hecepatan angn
San Wnds fSK Bnmya alan sangat mempenganuhi besaran nuang terduda yang
SDutNAEN. Untul dapet menentlan besamya iasan ruang terduka suatu \ota
Dol Slalukan Raen lebh mendalam dan masalah il seharusnya menadi
"concem' bdang kedmuan arseldur lansekap.

Sedanghan disan dan ruang tertuka hiau kota yang juga merupakan bagian dan
\eimuan arsteltur lansekap seharusnya lebh mengutamakan aspek fungsi
eikologisnya tanpa harus mengadaikan aspek estetkanya. Hal ini periu lebih dikaji
=dh lanjut mengingat masalah wama di perkotaan adalah keterbatasan sumber
daya lahan sehingga adalah merupakan suatu tantangan bagaimana merancan
ruang terbuka hiau dengan memantaatian lahan seefisien mungkin namun memiiki
fungsi ekologis ssoptimal munghin. Oleh karena itu,giperfukan inovasiHnavasi baru
czalam bicang desan ruang terbuka hijau.

AspeX lan yang periu diperhatikan adalsh aspek kontinuitas fungsi ekologis dan
ruang terbuka hijau. Aspek kontinuitas disini dapat diartikan bahwa fungsi ekologis
yang dimaii oleh ruang terbuka hijau kota dapat dipertahankan keberadaannya. Hal
ini merupakan bagian dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Mengingat pentingnya ruang terbuka hjau dalam pembangunan perkotaan dalam
upaya meminimalkan permasalahan lingkungan, peranan arsitek lansekap dalam
penyusunan rencana tata ruang kota harus lebih mengambil bagian lebih banyak
khususnya dalam menentukan zona pemanfaatan untuk RTH dan lebih lanjut
menyusun peraturan zonasi yang merupakan arahan pengendalian untuk setiap
zona pemanfaatan ruang.

Iv. PENUTUP

Masalah lingkungan di perkotaan sudah semakin kompleks saat ini. Sementara
keberadaan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis seolah makin tergeser
oleh adanya kebutuhan ruang bagi peruntukan yang berfungsi ekonomi. Untuk
dapat memiliki fungsi ekologis secara optimal, ruang terbuka hijau kota periu
direncanakan dan dirancang secara tepat dan efiesien dalam pemanfaatan ruangnya
sehingga terpenuhi ditinjau dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Bidang
keilmuan arsitektur lansekap sangal perlu dikembangkan lebih mendalam baik pada
segi perencanaan, perancangan maupun pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
Peranan arsitek lansekap dalam kegiatan penataan ruang sangat diperlukan dalam
proses perencanaan zona pemanfaatan untuk RTH sekaligus dalam menyusun
aturan pengendaliannya baik untuk zona pemanfaatan RTH maupun zona
pemanfaatan lainnya
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ABSTRAK

Permasalahan lingkungan kota saat ini sudah semakin kompleks. Permasalahan
lingkungan tersebut disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah penduduk dan
aktivitasnya yang di satu pihak menyebabkan peningkatan produksi limbah dan di lain
pihak mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau. Berkurangnya ruang terbuka hijau
yang memiliki fungsi ekologis antara lain sebagai pengendali polusi, daerah resapan air,
penghasil oksigen akan makin memperparah kondisi lingkungan kota. Rencana tata
ruang kota sebagai dasar pembangunan kota seharusnya mengalokasikan ruang
terbuka hijau dalam pola ruangnya sebagai kawasan lindung sehingga keberadaannya
akan tetap terjaga. Untuk mengoptimalkan fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau kota
diperlukan perencanaan, perancangan dan pengelolaannya. Dalam perencanaan ruang
terbuka hijau kota, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah
kuantitas serta distribusi/penyebarannya. Sementara dalam perancangan ruang terbuka
hijau, hal yang perlu dipertimbangkan adalah keterbatasan sumber daya lahan yang
dimiliki kota sehingga diperlukan inovasi desain yang efisien dalam pemanfaatan ruang
sekaligus memiliki fungsi ekologis yang optimal. Kegiatan pengelolaan ruang terbuka
hijau sangat diperlukan agar kontinuitas fungsi ekologis ruang terbuka hijau yang ada
dapat terjaga dengan baik.

Kata Kunci: Masalah lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang

L PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia sejak dua dekade ini sangat pesat dan
permasalahannya semakin kompleks. Berdasarkan data tahun 1990, jumlah kota di
Indonesia sesuai klasifikasi kota yang diatapkan dalam buku Repelita VI adalah 412
buah yang terdiri 1 kota megapolitan, 10 kota metropolitan, 6 kota besar, 84 kota kota
sedang serta 311 kota kecil. Sedangkan pada tahun 2010 diperkirakan jumlah tersgbut
berkembang menjadi 577 buah dengan perincian 4 kota megapolitan, 19 kota
metropolitan, 18 kota besar, 184 kota sedang dan 352 k(ﬁkecil (Budhy Tjahyati SS,
1995). Sebagian besar dari kota-kota tersebut terletak di Pulau Jawa yang hanya
memiliki luas 7 % dari total wilayah daratan Indonesia, menampung sekitar 59 % dari
total penduduk (BPS, 2005).




Ditinjau dari jumlah penduduknya, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk
rkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada 1980
jumlah penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total
penduduk nasional. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 55,4 juta jiwa
atau 30,9 persen, dan menjadi 90 jula&va atau 44 persen pada tahun 2002. Angka
tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta atau 60 persen dari total penduduk
nasional pada tahun 2015 (Dardak, 20086)..
Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan
memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota,
sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus,
terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial
serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang
pesat tidak sejalan dengan pertumbuhan lahan perkotaan mengakibatkan berbagai
masalah lingkungan mulai terjadi dan semakin lama semakin kompleks. Seperti yang
dinyatakan oleh Hoeh, D (1977) bila populasi berkembang sampai di luar batas
kemampuan habitatnya, maka akan timbul faktor-faktor negatif yang akan mengganggu
populasi itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi di hampir semua kota besar antara lain terjadinya kemacetan
lalu lintas, timbulnya kawasan permukiman kumuh, polusi udara dan air, polusi mental,
tingginya kriminalitas, terbatasnya ruang terbuka public serta menurunnya tingkat
estetika kota (Shaw, J.H. dan J.S. Emery, 1974). Permasalahan tersebut juga terjadi di
kota-kota besar di Indonesia. Jakarta sebagai kota megapolitan dinyatakan memiliki
kualitas udara yang sangat buruk akibat dari aktivitas di sektor angkutan/transportasi
(WRI et. Al, 1998), demikian pula kota Medan (BPS, 1999). Permasalahan lingkungan
yang terjadi di Jakarta selain polusi udara adalah polusi air baik permukaan maupun air
tanah, maraknya permukiman kumuh dan ilegal, banijir yang terjadi secara periodik, dan
sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Jakarta dengan segala
aktifitasnya telah melampaui daya dukungnya lingkungannya sendiri.

Melihat prediksi perkembangan kota-kota di Indonesia, pada saat ini jumlah kota
metropolitan maupun kota besar sudah semakin banyak yang mungkin selanjutnya juga
akan berkembang menjadi megapolitan baru. Permasalahan lingkungan yang terjadi di




Jakarta tersebut perlu diwaspadai dan dimungkinkan juga akan terjadi pada kota kota

yang lainnya.

Pembangunan sebuah kota dilaksanakan berdasarkan sebuah rencana yang disebut
Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Oleh karena itu, terjadinya permasalahan
lingkungan serta upaya mencari solusinya tidak dapat terlepas dari kualitas produk serta
pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota yang ada. Yang kemudian menjadi pertanyaan
adalah apakah RTRK yang disusun telah didasarkan pada kemampuan kota untuk
menampung serta mendukung kehidupan penduduknya dan bertujuan untuk
menghindari terjadinya permasalahan lingkungan?.

Ruang terbuka hijau kota sebagai salah satu pembentuk struktur ruang kota memiliki
fungsi estetika, fungsi pembentuk ruang maupun fungsi ekologis. Dalam kenyataannya,
ketersediaan ruang terbuka hijau sering dianggap hanya sebagai "pelengkap” yang tidak
aemiliki nilai baik ekonomi maupun sosial. Pada akhirnya terjadi penurunan luasan
ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir yang sangat signifikan. Di kota-kota
besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari
35% pada awal tahun 1970an menjadi kurang dari 10% pada saat ini (Dardak, 2006).

Melihat makin kompleksnya permasalahan lingkungan perkotaan, ketersediaan Ruang
Terbuka Hijau baik secara kuantitas maupun kualitas sudah saatnya menjadi prioritas
dalam penataan ruang kota. Untuk dapat mengoptimasikan ketersediaan ruang terbuka
hijau tersebut, penataan ruang kota perlu dilakukan dengan berorientasi pada upaya
untuk mencapai kota yang sehat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana upaya reposisi ruang terbuka
hijau dalam tata ruang kota sehingga dapat berfungsi secara optimal secara ekologis
tanpa mengabaikan fungsi yang lain.




L. KOTA SEBAGAI SUATU EKOSISTEM
Ekosistem kota meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan
interaksi antar lingkungan. Secara skematik keterkaitan tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut:

Lingkungan Hidup

Lingkungan
Hidup
Buatan

Lingkungan
Hidup
Sosial

Lingkungan
Hidup Alamiah

Gambar 1. Interaksi antar lingkungan di perkotaan.

Dengan makin bertambahnya penduduk serta pola pembangunan yang menekankan
hanya pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan makin meningkatnya lingkungan
hidup buatan dan sebaliknya makin menurunnya lingkungan hidup alamiah maupun
lingkungan hidup sosial. Peningkatan luasan lingkungan hidup buatan karena adanya
aktivitas pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan
berdampak negatif bagi lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Kota dapat dilihat pula sebagai suatu bagian dari sistem yang lebih luas karena
keberlangsungan suatu kota tidak dapat dipisahkan dengan wilayah sekitarnya. Untuk
melihat keterkaitan antara suatu kota dengan wilayah sekitarnya perlu diuraikan terlebih

dahulu komponen input output kawasan perkotaan, seperti terlihat pada gambar 2:
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Gambar 2. Komponen Input dan Output Kawasan Perkotaan (Sumber : Miller,
T.J.,1990)

Berdasarkan ilustrasi tersebut maka ditinjau dari aspek ekonomi terlihat bahwa suatu
kota akan menghasilkan jasa/service, informasi, teknologi, pendidikan yang dapat
dimanfaatkan bagi kehidupan kota maupun wilayah lainnya. Hal ini merupakan dampak
positif dari pembangunan perkotaan. Sebaliknya, kota akan menimbulkan bermacam
dampak negatif bagi lingkungan baik di dalam kota itu sendiri maupun wilayah
sekitarnya berupa polusi air, udara, dan bunyi serta sampah. Permasalahan lingkungan
di perkotaan akan mulai timbul apabila output negatif kota tidak lagi mampu ditampung
oleh lingkungan kota itu sendiri.

Komponen manusia yang merupakan salah satu input dapat merupakan sumber daya
apabila secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan kota. Sebaliknya,
manusia yang dapat merupakan beban tambahan bagi lingkungan kota apabila
kualitasnya tidak sesuai dan secara kuantitas melebihi kebutuhan kota. Daya tarik
kawasan perkotaan tanpa diimbangi pembangunan di kawasan perdesaan akan
menyebabkan makin tinggi tingkat urbanisasi. Tingkat urbanisasi yang berlebihan akan
menambah beban lingkungan kota. Sementara itu untuk mempertahankan

kehidupannya, kota memerlukan input dari luar wilayah berupa makanan, air bersih,




udara, bahan bakar serta energi lainnya. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan
sumber daya yang dimilikinya.

Melihat keterkaitan antara suatu kota dengan wilayah lainnnya sangat erat, maka dalam
mengembangkan suatu kota perlu mempertimbangkan dampak pembangunan tidak saja
terhadap kondisi kualitas lingkungan kota itu sendiri melainkan juga dampaknya
terhadap wilayah sekitarnya.

Il REPOSISI RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN KOTA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengertian sehat itu sendiri ngandung arti
yang luas. Berdasarkan definisi yang diformulasikan oleh WHO (1946), ‘health is a state
of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity. The enjoyment of highest attainable standard of health is one of
fundamental rights of every human being, without distinction of race, religion political
belief, economic or social conditions” ( Barton, H dan C. Tsourou, 2000).

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa manusia yang sehat manusia yang sehat
secara fisik, mental maupun sosial ekonominya. Sekaligus bahwa sehat merupakﬁwak
asasi setiap manusia. Tentang kesamaan hak tersebut telah dinyatakan pula dalam
Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 yang
menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan dukungan suatu
lingkungan yang sehat pula.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengertian sehat meliputi seluruh aspek
kehidupan baik sehat fisik, mental dan sosial ekonominya yang perlu didukung oleh
lingkungan fisik (buatan dan alamiah) maupun sosial yang bersih dan sehat. Sementara
lingkungan fisik mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial. Pada
lingkungan fisik yang sehat maka akan memiliki kecenderungan terbentuknya
lingkungan sosial yang sehat pula dan pada lingkungan sosial yang sehat ada




kecenderungan memiliki lingkungan fisik yang sehat pula, demikian sebaliknya.
Dengan kata lain, kota yang sehat adalah kota yang memiliki lingkungan baik buatan

dan alamiah maupun sosial kultural yang sehat.

Keberadaan ruang terbuka hijau kota merupakan unsur utama dalam pembentukan
lingkungan kota yang sehat. Hal ini didasarkan pada pernyataan Rutledge (1971), yang
menyebutkan bahwa fungsi vegetasi yang merupakan unsur utama Ruang Terbuka
Hijau adalah sebagai :
1. Peneduh dari terik matahari dan hujan
2. Perlindungan terhadap angin, kebisingan, polusi, debu, serta menghalangi
pemandangan yang kurang menarik
Pembatas dan pengarah
Pembentuk ruang
Mengurangi bau-bauan yang kurang sedap yang berasal dari sampah dan
limbah rumah tangga maupun industri
6. Estetika / Pengindah / Penghias

Selain dari fungsi tersebut, ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai daerah resapan
air maupun penghasil oksigen. Berdasarkan hal tersebut, maka ruang terbuka hijau kota
memiliki fungsi estetika, pembentuk ruang dan yang paling penting adalah memiliki
fungsi ekologis sebagai pengendali berbagai permasalahan lingkungan perkotaan.
Pertanyaan yang kemudian muncul bagaimana alokasi ruang terbuka hijau tersebut

dalam proses perencanaan tata ruang kota ?.

Proses penyusunan rencana tata ruang kota yang biasa dilakukan saat ini adalah
dengan melakukan proyeksi penduduk untuk satu periode perencanaan, menghitung
kebutuhan ruang berdasarkan standard yang ada (kebutuhan minimal) kemudian
mengalokasikan kebutuhan ruang tersebut pada area-area yang dianggap memiliki
potensi. Kriteria area yang dianggap memiliki potensi untuk pengembangan tidak
memiliki acuan yang baku. Artinya, area potensial untuk dikembangkan seringkali
sangat relatif terhadap kondisi internal yang ada. Pada kasus kota yang lahannya
sudah terbatas, kriteria tersebut cenderung melunak, karena memang tidak memiliki
alternatif lainnya untuk menampung kebutuhan ruang bagi pertambahan penduduk dan

aktivitasnya.




Sebagai konsekuensi dari pendekatan tersebut, peruntukkan ruang terbuka hijau dan
ruang lainnya yang memiliki fungsi ekologis biasanya dilokasikan pada area-area yang
dianggap tidak memiliki potensi bagi pengembangan lain. Bahkan dalam
perkembangannya, ruang dengan fungsi ekologis tersebut sulit untuk dipertahankan
demi kepentingan pemenuhan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan lain yang
berpotensi secara ekonomi. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kota yang sering
dilakukan ini mencerminkan bahwa pendekatan ekonomi akan lebih didahulukan
daripada pendekatan ekologi dan memiliki anggapan bahwa sumber daya lahan /
lingkungan perkotaan seolah-olah tidak terbatas. Selain itu, ruang terbuka hijau di
perkotaan hanya menduduki sebagai "pelengkap” bagi pembentukan pola pemanfaatan

ruang.

Undang-Undang Penataan Ruang No 26 tahun 2007 memangetelah menentukan
besaran ruang terbuka hijau pada wilayah kota yaitu paling sedikit 30 (tiga puluh) persen
dari luas wilayah kota dengan perincian 20 (dua puluh) persen merupakan ruang
terbuka hijau publik dan sisanya ruang terbuka hijau privat. Terlepas dari adanya
pertanyaan apa dasarnya ruang terbuka hijau harus paling sedikit 30%, timbul
pertanyaan lain dalam kaitannya dengan pelaksanaannya. Misalnya, bagaimana
penerapannya untuk kota-kota metropolitan/besar dimana lahan sudah terlanjur sangat
padat. Apakah kemudian akan dilakukan penggusuran ? Siapa yang akan tergusur dan
kemana akan dipindahkan ?. Selain itu, bagaimana jika suatu kota karena demikian
padatnya memang sudah tidak mampu lagi menyediakan ruang terbuka hijau seluas 30

%, apakah ada sangsinya ?.

Berdasarkan ndang-undang No. 26 tahun 2007 tersebut, ruang terbuka hijau adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun @g
sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk Wentingan
masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain,
adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jaluwjau sepanjang jalan, sungai,
dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.




Yang kemudian menjadi masalaﬁ\dalah apakah status ruang terbuka hijau dalam pola
ruang. Seperti diketahui bahwa muatan rencana tata ﬁmg mencakup rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang (pasal 17 ayat 1). Rencana struktur ruang meliputi
rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Sementara
rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Penjelasan Undang-Undang pasal 5 menyebutkan yang termasuk dalam kawasan
lindung adalah:

a. lawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain,
kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;

b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam,
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berﬂnan
bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam,

ﬁuaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung
berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan
rawan gelombang pasang, dan kawasa&rawan banijir; dan

e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan
perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu
karang. .

Sementara, yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan
hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian,
kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan
peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,

kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan penjelasannya, fungsi kawasan ruang
terbuka hijau menjadi tidak jelas. Sebagian ruang terbuka hijau kota termasuk dalam
kawasan lindung yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai, sementara ruang
terbuka hijau yang lainnya tidak jelas termasuk kawasan apa. Ketidak jelasan fungsi
kawasan RTH ini memungkinkan tidak teralokasikannya RTH dalam penyusunan pola
ruang. Selain itu, ruang terbuka hijau yang teralokasikan memiliki resiko perubahan
peruntukan ruang terbuka hijau menjadi peruntukan lainnya. Seharusnya, semua jenis




ruang terbuka hijau masuk ke dalam kategori kawasan lindung sehingga tertuang jelas
dalam pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya dapat dilaksanakan dengan
lebih terarah dan tertib.

Masuknya ruang terbuka hijau dalam kategori kawasan lindung dapat dilakukan karena
memiliki fungsi ekologis. Oleh karena itu, agar keberadaan ruang terbuka hijau kota
dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, ruang terbuka hijau kota harus diprioritaskan
benar - benar berfungsi ekologis baik sebagai pengendali polusi, daerah resapan air,

penghasil oksigen maupun perlindungan bagi kawasan yang dilindungi.

Ditinjau dari sisi kuantitas maupun penyebarannya, keberadaan ruang terbuka hijau kota
agak sulit untuk digeneralisir atau distandarkan. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau
seharusnya dihitung dengan bergantung pada fungsi kota yang akan mempengaruhi
jenis aktivitasnya, ukuran kota yang akan mempengaruhi intensitas aktivitasnya serta
letak dan kondisi geografis dan fisik alami dari kota itu. Kota yang terletak di hulu
daerah aliran sungai tentu harus memiliki RTH lebih luas dibandingkan di kota pesisir.
Demikian pula topografi, curah hujan, kecepatan angin dan kondisi fisik lainnya akan
sangat mempengaruhi besaran ruang terbuka yang dibutuhkan. Untuk dapat
menentukan besarnya luasan ruang terbuka suatu kota perlu dilakukan kajian lebih
mendalam dan masalah ini seharusnya menjadi "concem” bidang keilmuan arsitektur

lansekap.

Sedangkan disain dari ruang terbuka hijau kota yang juga merupakan bagian dari
keilmuan arsitektur lansekap seharusnya lebih mengutamakan aspek fungsi ekologisnya
tanpa harus mengabaikan aspek estetikanya. Hal ini perlu lebih dikaji lebih lanjut
mengingat masalah utama di perkotaan adalah keterbatasan sumber daya lahan,
sehingga adalah merupakan suatu tantangan bagaimana merancang ruang terbuka
hijau dengan memanfaatkan lahan seefisien mungkin namun memiliki fungsi ekologis
seoptimal mungkin. Oleh karena itu,diperlukan inovasi-inovasi baru dalam bidang

desain ruang terbuka hijau.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kontinuitas fungsi ekologis dari ruang
terbuka hijau. Aspek kontinuitas disini dapat diartikan bahwa fungsi ekologis yang
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&miliki oleh ruang terbuka hijau kota dapat dipertahankan keberadaannya. Hal ini
merupakan bagian dari pengelolaan ruang terbuka hijau.

Mengingat pentingnya ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan dalam upaya
meminimalkan permasalahan lingkungan, peranan arsitek lansekap dalam penyusunan
rencana tata ruang kota harus lebih mengambil bagian lebih banyak khususnya dalam
menentukan zona pemanfaatan untuk RTH dan lebih lanjut menyusun peraturan zonasi
yang merupakan arahan pengendalian untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Iv. PENUTUP

Masalah lingkungan di perkotaan sudah semakin kompleks saat ini. Sementara
keberadaan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis seolah makin tergeser
oleh adanya kebutuhan ruang bagi peruntukan yang berfungsi ekonomi. Untuk dapat
memiliki fungsi ekologis secara optimal, ruang terbuka hijau kota perlu direncanakan
dan dirancang secara tepat dan efiesien dalam pemanfaatan ruangnya sehingga
terpenuhi ditinjau dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Bidang keilmuan
arsitektur lansekap sangat perlu dikembangkan lebih mendalam baik pada segi
perencanaan, perancangan maupun pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Peranan
arsitek lansekap dalam kegiatan penataan ruang sangat diperlukan dalam proses
perencanaan zona pemanfaatan untuk RTH sekaligus dalam menyusun aturan
pengendaliannya baik untuk zona pemanfaatan RTH maupun zona pemantfaatan lainnya
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